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ABSTRAK 

 

Salah satu fenomena baru dalam dunia properti di Indonesia dewasa ini 

adalah maraknya konsep pembangunan rumah susun. Adapun para pihak terkait 

rumah susun adalah pengembang, konsumen dan kontraktor, di mana setiap para 

pihak memilik tanggung jawab serta hak dan kewajiban masing-masing. 

Permasalahan hukum yang akan diteliti adalah mengenai tanggung jawab pihak- 

pihak yang berkaitan dengan perubahan unit yang dilakukan oleh konsumen dan 

berdampak pada perubahan konstruksi bangunan. Tujuan dari penelitian ini 

antara lain untuk menganalisis mengenai tanggung jawab hukum baik dari 

konsumen, pengembang atau kontraktor serta konsekuensi hukum terkait 

perubahan unit tersebut, dan mengkaji tindakan hukum pemerintah yang 

berperan dalam hal pengawasan. 
 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan 

menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 

konseptual. Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis merujuk kepada prinsip- 

prinsip hukum dimana prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan- 

pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.Pendekatan perundang- 

undangan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang- 

Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun dan peraturan perundang-undangan 

lainnya terkait bangunan gedung dan izin mendirikan bangunan. Jenis data 

yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan 

hukum primer, sekunder, tersier dan data primer berbentuk hasil wawancara. 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku 

yang berkaitan dengan rumah susun, bangunan gedung dan kewenangan 

pemerintah serta kamus-kamus. 
 

Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa   konsumen memiliki 

tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) dan 

pengembang atau developer memiliki tanggung jawab terkait lemahnya 

pengawasan pengembang atau developer dalam mengelola bagian bersama 

khusunya dalam hal pengawasan perubahan unit yang dilakukan oleh konsumen 

sehingga menimbulkan perubahan konstruksi bangunan. Kemudian berkaitan 

dengan tindakan hukum yang seharusnya dilakukan pemerintah yang berperan 
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untuk mengawasi berdasarkan kewenangannya. Selain itu berkaitan dengan 
pemberian sanksi apabila tidak membuat izin mendirikan bangunan yang baru 

sehubungan dengan perubahan unit yang dilakukan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Kata kunci : rumah susun, tanggung jawab, pengawasan pemerintah. 
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LEGAL RESEARCH TO RELATED PARTIES RESPONSIBILITY THAT 

RELATE ON BUILDING CONSTRUCTION REVOLUTION ON HOUSEHOLD 

GOVERNMENT AND THE ROLE OF GOVERNMENT SUPERVISION BASED 

ON THE LAWS AND REGULATIONS IN INDONESIA. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 

One of new fenomenal incident in the property world on Indonesia is 

there’s so many concept  on flats development. As for the related parties on 

flats development is developers, consumer and contractor where every parties 

have their own responsibility on right and obligations. The legal issues that will 

be investigate is about responsibility on related parties due to unit changes by 

consumer that make an impact on building construction revolution. The study 

purpose is to analyze law responsibility from consumer, developer or contractor 

along with law consequences who related on that unit changes and to review 

government legal action that have a role on regulatory matters. 
 

This study is prepared by using normative juridical with utilize statue 

approach method and conceptual approach method. Therefore, in this study the 

author refers to principles of law which can be found in either views of scholars 

or legal doctrines, including concept, although not in explicit way as adopted by 

Indonesian Civil Code or Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie Law Number 20 

Year 2011concerning Condominium and others legislation who related with 

building construction and permission to establish. The primary data who used by 

writer is a interview result as a form. Secondary law material that using in this 

study is the books that related on building (flat), building construction and 

government authority along with dictionaries. 
 

This study result revealed that consumer have responsibility based on 

purchase binding agreement and developer have responsibility on surveillance 

weaknesses or developer on manage the shared parts especially due to 

revolution unit by consumer that make changes on building construction. Then 

on legal action that should done by government have a role to observe based on 

their authority. Other than that is giving sanctions if do not make/have building 

permit that related on unit revolution that should done based on legislation. 
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